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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG — UNDANGAN

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Belanda);
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Konstitusi Polandia
Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Malaysia)

Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961.
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MOTTO
PRINSIP PERSATUAN AL-IHSAN

Mengutamakan urusan Akhirat;

Mencintai kedamaian;

Mencintai ilmu dari segala bentuk kebaikan;
Ikhlas dalam segala keadaan;

Menolak kejahatan dengan kebaikan;

Mengikuti contoh perilaku para Nabi, Rasul, beserta para sahabatnya;

N o a k~ wbh e

Menjaga citra hidup ditengah kehidupan bermasyarakat.
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